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Tuan ) Meninphatkan Kualitas Hak Anak dan Pordixdungan Khusos terhadap Anak
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1. Monioghathan pembendayaan perempuan dalam pembangunan

2 Meauwhathan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara kompeohonsil

3 Monhwhatkan pemenuhan hak dan pedindungan tethadap anak

4. Mengoptimakan hualitas data pada Dinas PIAPPKD Provinsl Kalimantan Tengah
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G. Meninghatya akseptor KB
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Lampiran S

Form 3.b
Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD
MNama Pemda : Pemenntah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penisian - 2021
Periode yang dindai : Periode RPJMD Tahun 2021 -2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OFPD yang Dindai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Risiko Sebab Dampak 5
No Tujuar/Sasaran Strategls Indikator Kinerja Kode ciuc ihak yang
Uralan Rislko Pemilik Uralan Sumber Uralan Terkena
a b c d ° f g h I )| k
1 |Meningkatnya akuntabiitas kinerja  |Indeks Pemberdayaan Rendahnya Peran Perempuan di Kepala Minimnya Kapasitas Perempuan ekstemnal Cc 1. Menurunnya Indeks 1. Masyarakat
perangkat daerah Gender (IDG) Perekonomlan daerah Dinas dalam dunia usaha Pemberdayaan Gender 2. Perempuan
Persentase ARG pada belanja|Minimnya Penggunaan Anggaran Kepala 1. SDM Belum Memadai internal o3 1. Minimnya keadlian dan 1. Masyarakat
langsung APBD (%) yang Responsif Gender Dinas 2. Anggaran belum terkonsentrasi kesetaraan gender dalam 2. Perempuan
ke isu ARG penggunaan anggaran
Persentase Perempuan Minimnya laporan tindak 1. Ketidakpahaman alas jenis-jenis |estemnal Cc 1. Kasus kekerasan terhadap|1. Masyarakat
Korban Kekerasan dan TPPO |kekerasan terhadap perempuan Kepala tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terdeggkai. 2. Pgrempuan
yang Mendapatkan Layanan Diias perempuan 2. Layanan tidak terfasilitasi |3. Dinas
Komprehensif (%) 2. Budaya masyarakat yang masih secara optimal P3APPKB Prov.
malu melaporkan masalah di s B Kalteng
Indeks Perlindungan Anak Belum optimalnya pencapalan Kepala 1. Perlindungan anak khususnya eksternal C  |[1.Rendahnya Pemenuhan [1. Masyarakat
(IPA) Bobot 5 klaster pemenuhan Dinas pada bidang kesehatan dan Hak Anak, Minimnya 2. Anak
Indikator IPA kesejahteraan dasar, perlindungan Perlindungan Anak, serta 3. Dinas
khusus, pendidikan masih Rendahnya Tingkat P3APPKB Prov.
membutuhkan perhatian yang Intelegensi Anak Kalteng
1. SDM Belum mumpuni intemal C 1. Terbatasnya pendataan |1. Masyarakat
2. Anggaran belum terfokus ke bobot klaster IPA 2. Anak
koordinasi dan evaluasi indikator
IPA dan kluster-kluster
pendukungnya
Persentase Anak Memerlukan |Minimnya laporan tindak 1. Ketidakpahaman atas jenis-jenis |estemal c 1. Kasus kekerasan terhadap|1. Masyarakat
perlindungan khusus yang  |kekerasan terhadap anak tindak kekerasan terhadap anak perempuan tidak terdeteksi |2. Perempuan
mendapatkan layanan Kepala 2. Budaya masyarakat yang masih 2, Layanan tidak terfasilitasi |3. Dinas
komprehensif (%) Dinas malu melaporkan masalah di secara optimal P3APPKB Prov.
keluarga Kalteng
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. . Rislko Sebab Dampak —
UuarnvSasanan Strategis Indikator Kine K cue Pihak yang
e Uralan pote | Pemilik Uraian Sumber Uraian Torkan
b c d ° 1 g h ] 1 k
Indeks Pembangunan Ketidkoptimalan dimensl 1.Kemiskinan dan Kebodohan di eksternal )
Keluarga (Ibangga) Ketentraman, kemandirian, dan Kepala |ingkungan keluarga - Jskoptmek| 1. Masyarakat
kebahaglaan keluarga Dinas pembangunan manusia dan
kebudayaan di indonesia
Angka kelahiran TotalTotal |[Peningkatan Jumlah Anak Kepala 1. Masih minimnya pemahaman eksternal 1. Minimnya tingkat 1. Masyarakat
Fertility Rate (TFR) Dinas masyarakat akan pentingnya kecerdasan anak 2. Anak
pencegahan dan penanganan 2. Rendahnya sistem imun
stunting anak kini dan dikemudian
hari rentan terhadap penyakit
Angka Prevalensi Tingkat kesertaan PUS untuk Kepala 1. Rendahnya penggunaan alat estemal 1. Meningkatnya jum!ah anak |1. Masyarakat
Kontraseps| Modern/ Modern |berkeluarga berencana yang Dinas kontrasepsi tanpa rencana 2. Perempuan
Contraceptive (mPCR) maslh rendah
Presentase Kebutuhan ber- [Trauma Penggunaan Alat KB Kepala 1. Minimnya pemahaman dampak [ekstemal 1. Penggunaan alat 1. Masyarakat
KB yang tidak terpenuhl Dinas negatif dan positif penggunaan jenis kontrasepsi berkeluarga 2. Perempuan
(Unmeet Need) (%) jenis alat KB berencana yang masih
rendah
Angka Kelahiran remaja umur|Kelahiran prematur, berat badan Kepala 1. Pengaruh Pesatnya eksternal 1. Terganggunya Kesehatan |1. Keluarga
15-29 Tahun (Age Specific bayl lahir rendah (BBLR), Dinas perkembangan informasi dan Fisik (Reproduksi) remaja, 2. Anak
Fertillty Rate | ASFR) perdarahan persalinan publikasi hal-hal negatif seperti psikis maupun sosialnya 3. Remaja
pornografi dan pomoaksi Perempuan dan
2. Pergaulan bebas Laki-laki
Kepala 1. Belum memahami mengenal Internal 1. Meningkatkan kematian  [1. Masyarakat
Dinas kesehatan reproduksi dan ibu dan bayi 2. Anak
pendewasaan usia pemikahan dan 3. Remaja
kelahiran perempuan

Dipindai dengan CamScanner




Lampiran 5
Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

. Provinsi Kalimantan Tengah
2021
Periode RPJMD Tahun 2021 -2026
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, P
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Provinsi Kalimantan Tengah

engendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan Keluarga Berencana

Sumber Data

Renstra Dinas Pembﬁiayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah Tahu 2021-2026

Tujuan Strategis

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB

Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian

dan keluarga sejahtera
Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

penduduk, keluarga berencana

Sasaran Strategis
(tebalkan yang dipilih)

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak

4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
5. Meningkatkan kualitas keluarga

6. Meningkatnya akseptor KB

7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

E;c:]%raml Kegiatan Unit Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan Indikator Target tahun V
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
L Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Juzlah Dokumen ARG SKPD 35
2 Koordinasi dan Slqkrgnlsaﬂ Pelaksanaan PUG Jumiah Monev PUG di Kab/ Kota 1
Kewenangan Provinsi _
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan q
3 PUG termasuk PPRG Dokumen Hasil Rakor 1
e : N - Dokumen Hasil Kegiatan
. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di . irl-dsip
Sub Kegiatan (tebalkan | 4 |Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Peningkatan Partisipast Fasmpuan 5
ng dipilih) - ' ! di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan
yang dip Provinsi ; e
Ekonomi Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan
5 |Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan [Dokumen Hasil Promosi 3
Ekonomi Kewenangan Provinsi
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya m
" miah Perempuan UMKM
6 |Lembaga Penyedia Layanan P_em.berdayaan Menengah yang dilatih 40
Perempuan Kewenangan Provinsi
Informasi Lain _ .

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :
Pelembagaan Pengarusutamaan Gend
Pemberdayaan Perempuan Bidang Pol

Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

er (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
itik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi
Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kewenangan Provinsi

Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

|
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Indikator

Jumlah Dokumen ARG SKPD

Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota

Dokumen Hasil Rakor

Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi
Keweonangan Provinsi

Dokumen Hasil Promosi

Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih

06 Desember 2021
A PKB Provinsi Kalimantan
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Lampiran 5
Form 3.c
Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OFD
‘a3 Pe—ca Pemenntah Prowinsi Kaimantan tengah
Narma OPO Pambercayaan Perempuan Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
T Serdaar 201
Fercoe yerg dnda Penode RPIMD Tanun 2021 -2026
Tyt Strategs Meningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Sasars” sTamegs OPO Menrgatan pembdersayaan perampuan dzlam pembangunan
“rusar fererrtatar : Pembersayaan Perempuan Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OFC varg Dnia Oras Perserdayaan Perempuan Perindungan Anak. Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
[ Risiko Sebab’) Dampak**)
2 ¢ m Ksizaran | Unaan M““M Pemllik Uralan Sumber Ge Uralan v__m_ouh"“n
3 b ! c | ® [ g h 1 1 K |
T Soorores cat Srwonsas [ Jumish {Minmryz Perencanaan dan Sidang Kuzitas Hidup |Minimnya Kapasitas SDM di masing- |Ekstemnal C Rendahnya nilai ARG di Provinsi |Dinas P3APPKB,
FarumusEs Cadjaar |Coikumen Pergganggarsn Resposif Gender Perempuan masing Perangkat Daerah Kalimantan Tengah Perempuan
Femssaraa PG ARG S0 sebagal Objek
fowmErgTT Povrs ! : Pemerataan
i Xoordras can Srconsas [ Jumisn |Rencahryz pecksanaan PUG @ Bidang Kuzlitas Hidup  |Kurangnya pemahaman tentang Ekstemal [+ Minimnya peran perempuan Dinas P3APPKB,
Ssmksarasr PUG |Meonew PUG | masyzraiat Perempuan konsep PUG dalam perkcnomian Perempuan
“swerargas Sowrs S Kaby Kota pembangunan sebagal Objek
3 Aooas sadiaar . Cocrmen Ketcaksapan pelaksanzzn PUG Bidang KuaRas Hidup | Ketidakeptimalan advokasi ke tingkat [Intemal Cc belum meratanya kesepahaman |Dinas P3APPKB,
~seaTorcsn Feaxsaraes |—as] Rakor  [termasuk PPRG d tngkat Kab/cota Perempuan daerah kabupaten/kota bersama tentang pelaksanaan |Perempuan
SC m—oma FOSG PUG termasuk PPRG sebagai Objek
Pemerataan
4 Sossisas FenrgatEn | Coiren Felacsaraan sosialisasi partsipasi Sidang Kuzitas Hidup  |keterbatasan anggaran dan belum Internal [} Lemahnya kapasitas perempuan |Dinas PIAPPKB,
“Tisgas Semoar d ~asi perampuar beurn cpimal Perempuan menjadi prioritas dalam mendukung Perempuan
Scag Solk —ueom Sosal | | Cegissn pembangunan sebagai Opbjek
= SIorom fewerargar FEangEEn Pemerataan
£ AovxaEs veoiasar oar Cocren Lemzry3 kebijsian caiam Sidang Kuzfas Hidup |Pelaksanaan advokasi belum tepat Intemal (o] Rendahnya ekcnomi perempuan |Dinas P3APPKB,
S=rcarorocas Fenngeaas | ~asl mencuang partspasi perempuan & Perempuan sasaran dan belum terfokus pada hal dalam rumah tangga Perempuan
“auscas TTzuaa S@aT [FroTcs soromi yang berkaitan pada parsipasi sebagai Objek
Folfie. Fuiorm, Sosaidan | perempuan Pemerataan
=Corom Cawerarcas Pembangunan
£ Cagamr FEargEas drien Wir—rys k=rj2sama anter lembaga Sidang Kuzitas Hidup  |Belum terfasilitasinya atau Ekstemnal c masih belum tersentralisasi Dinas P3APPKB,
Yaastzs Sooe Tz Femmpuan | Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan teriaksananya forum diskusi antar twjuan dan fokus peran lembaga {Perempuan
_=Toags Fewedz Laeras | MM Per=mpan lembaga pemberdayaan erempuan sebagai Opjek
“TreTaee Feroaa | Wemrses i =
CSwerErcI STTS yag Sizmn | Pembangunan
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Lampiran 5
Form 2.¢

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

Provinsi Kalimantan Tengah

2021

Periode RPJMD Tahun 2021 -2026

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

Sumber Data

Tujuan Strategis

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provins

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB

Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera

Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran Strategis
(tebalkan yang dipilih)

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak

4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
5. Meningkatkan kualitas keluarga ’

6. Meningkatnya akseptor KB

7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Program/ Kegiatan Unit
Kerja

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Sub Kegiatan (tebalkan
yang dipilih)

Informasi Lain

Sub Kegiatan Indikator Target tahun V

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaaan dan

1 |Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, |Bimbingan Pencapaiak Kabupaten/Kota Layak 1
Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Anak

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan |Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian 1
Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan KLA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

3 |Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dokumen hasil Rakornas FAN 1
Kewenangan Provinsi
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan . N

4 [Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi g::\:’::l??'_:‘ ::i:::‘? :};?:r:::qrai:l Eg:upr?ocpa‘f) 1
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9 s

Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaaan dan Bimbingan Pencapaiak Kabupaten/Kota Layak Anak
Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA

Dokumen hasil Rakonas FAN

Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)

.06 Desember 2021

Palangka Ra
Pit. Kepala /D@ai 2 B Rrgvinsi Kalimantan Tengah
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Nama Perca

Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah

Formulir Kertas Kerja
|dentifikasi Risiko Operaslonal OPD

{Nama OFD
{Tarwun Perdaan
_.\..m\a\\ yarg drsai
Tuuan Sirategs
Sasarsn sirategs OFPD
Urusan Pemerirtahan
Osiuluo;\_

!
loe

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

201

Pericde RPJMD Tahun 2021 -2026

- Meningxat«an Kualitas Hak Anak dan Perfindungan Khusus erhadap Anak
Menngiatcan pemenuhan nak dan perlindungan terhadap anak

. Pemberdajaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anak Kewenangan Provins|

4 |Penguatan Jejaring Antar

Dokumen hasil Rapat

Minmnya kerjasama anlar lembaga

Bldang Perlindungan

perencanaan pembangunan daerah

Oinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Rislko Sebab®) Dampak™)
Mo SubMegistan Indikator Keluaran Uralan ”—””. Pemilik Uralan Sumber ciuc Uralan 1_.__“““_-_“6

s b c o 1 g h | 1 k )

1 |Advgeasi Vebyaean dan Dokumen hasi Minimnya pencapalan Bidang Perlindungan  [Minimnya Kapasitas SDM di masing- | Eksternal C [Rendahnya pencapaian Dinas P3APPKB,
|Pendamg wgan Pemerwhan  |pelaksanaan Pembinaaan |kabulatenfrota yang KLA dan pemenuhan Hak  |masing Perangkat Daerah Kabupatan/kota yang KLA Masyarakat, Anak
Hak Anak pada Lembaga dan Bimbingan Pencapaian Anak minimal Tingkat Pralama sebagai Objek
Pemerrtan Non Permenntzh, |Kabupaten/Kota Layak pelaksanaan KLA
Media dan Durua Usaha fnak
Kewenangan Provinsi

7 | Foordinasi dan Sinkronisasi  |Dokumen hasil Monitoring  |belum optimalnya pelaksanaan Bidang Perlindungan Minimnya Kapasitas SDM Internal Cc Rendahnya pencapalan Dinas P3APPKB,
Pelemnbagaan Pemenuhan Hak|Evaluasi Pencapaian dan  [Monev KLA dan pemenuhan Hak Kabupatan/kota yang KLA Masyarakat, Anak
Anak Kewenangan Provinsi Pelaksanaan KLA Anak minimal Tingkat Pratama sebagal Objek

, pelaksanaan KLA

3 |Koordinasi dan Sinkronisasl Dokumen hasil Rakornas  |Minimnya peran anak dan suara Bidang Perindungan Belum optimalnya peran FAD di tingkat| eksternal Cc Mimimnya perhatian terhadap Dinas P3APPKB,
Pelaksanaan Pendampingan  (FAN anak dalam peningkatan dan pemenuhan Hak daerah dan dalam kegiatan FGD Hak-hak anak
Peningkatan Kualitas Hidup pembangunan Anak

Masyarakal, Anak

Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Ansk Kewenangan Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi Forum Anak
Provinsl (Harl Anak
Nasional Tingkat Provinsl)

Penyedia Peningkatan Kualitas
Hidup Anak

dan pemenuhan Hak
Anak

Belum terfasilitosinya atau

terlaksananya forum diskusl antar
lembaga

Eksternal Cc

masih belum tersentralisasi
tujuan dan fokus peran lembaga
Penyedia Peningkatan Kualitas
Hidup Anak

|

Dinas P3APPKB,
Masyarakat, Anak

="
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Nama Pemda

Tahun Penlialan
Parlode yang dinilal
Urusan Pomerintahan
OPrD yang Dinllal

Sumber Dala

Tujuan Strategls
]

Lampiran b
Form 2 ¢

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Provins! Kallmantan Tengah
2021
Parloda RPJMD Tahun 2021 -2026
Pomberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana
. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

fRonstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahu_2021-2020

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Tujuan 2 Moningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
Tujuan 6 Moningkatkan poeran serta yarakat dalam
sojahtora

Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisas| perangkat daerah

dallan penduduk, keluarga berencana dan keluarga

Judkan peng

Sasaran Strategls
(tobalkan yang dipilih)

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak

4. Mangoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
6. Meningkatkan kualitas keluarga

6. Moningkatnya akseptor KB

7. Meningkalnya akuntabllitas kinerja perangkat daerah

Program/ Keglatan

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pengendalian Penduduk (PP)

Indikator keluaran
yang akan dilakukan
penilalan risiko

Unit Kerle Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
: Target
Sub Kegiatan Indikalor b
Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasl,
Pelaksanaan Fasllitasl, Pembimbingan, Pengembangan dan "
1 Ponguatan Penylapan Pengasuhan 1000 HPK l;’;g:’b:;l::ngan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 2
2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 1
Sub Keglatan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provins|
(tebalkan yang dipilih) | 3 |advokasl dan Soslalisasi GDPK Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasl GDPK 1
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Pmmﬁi,
Komunikasl, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian
4 Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumiah kegiatan KIE PP.KB dan Pembangunan Keluarga 2
Sesuala Kearifan Budaya Lokal
5 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring 1
Program KKBPK ) Kemitraan dalam Program KKBPK
Informasi Lain
Program, Keglatan, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Sub Keglatan dan Program Pengendalian Penduduk (PP)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Keglatan :

Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
Pemaduan dan Sinkronisasl Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasl, Komunikasl, Informasi dan Edukasl (KIE) Pengendallan Penduduk
dan Keluarga Berencana (KB) sesual Kearifan Budaya Lokal

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasl Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Keglatan :

Pelaksanaan Fasilitasl, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

Advokasi dan Soslalisasi GDPK

Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasl, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuala Kearifan Budaya Lokal

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

Indikator :

Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK
Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

Dokumen hasil Advokas| dan Sosialisasl GDPK

Jumlah keglatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga ’ /f‘—_rp—’; .
Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Programp, 393{\,._,'\\0 j} )

4/ ((,‘v/ \ ¥\
N Desember 2021
K8 Provinsi Kalimantan Tengah

Dipindai dengan CamScanner




Formulir Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penlaian
Pericde yang dinlai
Tujuen Strategis
Sasaran strategis OPD
Urugan Pemerintahan

: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah

. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2021
: Periode RPJMD Tahun 2021 -2026

¢ 1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan 2 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perindungan Khusus terhadap Anak
: 1 Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perindungan terhadap anak
: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

i/

{

WY arumaE vic
Pembina Ting§at |
9660717, 149903 2 006
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Dipindai dengan CamScanner
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OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
R | Rislko Sebab*) Dampak™)
No ubKegiatan ndikator Keluaran Kode cuc Pihak ya
Uralan Risiko Pemilik Uralan Sumber Uralan Terken
a b c ° f q h 1 ] k |
1 |Pelaksanaan Fasilitasi, Jumlah Kabupaten / Kota Minimnya pemahaman tentang Bidang Pengendalian Penduduk dan Rendahnya tingkat ekonomi keluarga |Eksternal c 1. Minimnya tingkat kecerdasan |1, Masyaraki
Pembimbingan, yang mendapatkan 1000HPK Keluarga Berencana anak 2. Anak
Pengembangan dan Fasilitasi, Pembimbingan , 2. Rendahnya sistem imun anak
Penguatan Penyiapan Pengembangan dan kini dan dikemudian hari rentan
Pengasuhan 1000 HPK Penguatan Pengasuhan terhadap penyakit
1000 HPK
2 |Penyusunan dan Pemanfaatan | Dokumen hasil Penyusunan [Belum optimalnya penyusunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemahaman yang belum maksimal Internal C Penyempumnaan dan 1. Masyarak:
Grand Design Pembangunan |dan Pemanfaatan Grand Dokumen GDPK sesuai standar Keluarga Berencana mengenai pokok-pokok pembangunan dan pembaharuan dokumen GDPK  |2. Dinas P34
Kependudukan (GDPK) Design Pembangunan panduan dokumen kependudukan estemnal secara berkala
Tingkat Provinsi Kependudukan (GDPK)
Tingkat Provinsi
3 |Advokasi dan Sosialisasi Dokumen hasil Advokasi Minimnya pemahaman pokok-pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Proses advokasi dan sosialisasi Ekstemnal [+ Belum selarasnya pelaksanaan |1. Masyarak:
GDPK dan Saosialisasi GDPK dalam dokumen GDPK Keluarga Berencana secara bertahap dan tidak dapat GDPK 2. Dinas P3#
sekaligus
4 [Pengembangan dan Jumlah kegiatan KIE PP,KB |Kurang optimalnya pelaksanaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keterbatasan anggaran dan SDM Internal Cc belum seluruhnya masyarakat 1. Masyarak:
Penyediaan Materi dan Sarana|dan Pembangunan Keluarga |kegiatan KIE sesuai dengan kearifan Keluarga Berencana memahami konsep 2. Dinas P3#
Promosi, Komunikasi, budaya lokal pembangunan keluarga sesuai
Informasi dan edukasi (KIE) kearifan lokal
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Sesuaia Kearifan Budaya
Lokal
5 |Pengembangan dan Dokumen hasil Belum terlaksananya kemitraan Bidang Pengendalian Penduduk dan Minimnya pemahaman keluarga c Belum terfasilitasinya mitra kerja (1 Masyarak:
Penguatan Jejaring Kemitraan |Pengembangan dan dengan lembaga terkait KKBPK Keluarga Berencana tentang program KKBPK dalam program KKBPK 2 Dinas P32
dalam Program KKBPK Penguatan Jejaring
Kemitraan dalam Program
KKBPK
E |
~. Ralangka/Rayaf 06 Desember 2021
/o P Kepalar Qifgs P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengal
LY .
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Lampiran 5
Form 4
Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko
Nama Pemda : Pemerintah Provinsl Kalimantan Tenaah
Tahun Penilaian ;2021
Tujuan Strategis Pemda : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat
Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religlus, Kuat, Amanah dan
Harmanis)
Tujuan Strategis OPD : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Tujuan Operasional OPD :
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Analisis Risiko
o “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko | gkala . -
) Skala Kemungkinan *) Skala Risiko
Dampak®)
a b c d e f=dxe
I|Risiko Strateqis OPD 1: —
Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah 3 4 12
Minimnya Penggunaan Anggaran yang Responsif Gender . ~ ~ 3 3 9
Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan 4 4 16
Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan 4 4 16
Indikator IPA
Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak 3 4 - 12
Ketidkoptimalan dimensi ketentraman, kemandirian, dan 3 3 9
kebahagiaan keluarga
Peningkatan Jumlah Anak 3 3 9
Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih 3 3 9
rendah
Trauma Penggunaan Alat KB 3 3 9
Kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), 3 3 9
perdarahan persalinan o ~ )
li|Risiko Operasional OPD 1(bidang I):
Minimnya Perencanaan dan Pengganggaran Resposif Gender 3 3 9
Rendzhnya pelaksanaan PUG di masyarakat 3 3 9
Ketidaksiapan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di tingkat 3 3 9
Kab/kota
Pelaksanaan sosialisasi partisipasi perempuan  optimal Jar 3 9
Lemahnya kebijakan dalam mendukung partisipasi perempuan di 4 4 16
ekonomi
Minmnya kerjasama antar lembaga Penyedia Layanan 3 3 9
Pemberdayaan Perempuan
Ill|Risiko Operasional OPD 2 (bidanglll): _ _ _
Minimnya pencapaian kabuiatenvkotayang KLA ~ 4 4 3
belumn optimalnya pelaksanaan Monev KLA 3 3 9
Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan 3 3 9
pembangunan
Minmnya kerjasama antar lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas 3 3 9
Hidup Anak
IV|Risiko Operasional OPD 3 (bidang V):
Minimnya pemahaman tentang 1000HPK 4 3 12
Belum optmalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar 3 3 9
panduan dokumen
Mnimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK 3 3 . 9
Kurang optmalnya pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan 3 3 . 9
kearifan budaya lokal
Belum tedaksananya kemitraan dengan lembaga terkaitt KKBPK = 3 9
e
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MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS
ANALISIS RISIKO
Hampir pasti
Kemungkinan
Kemung besar
kinan
K
Terjadin em::gll: Inan
ya
Risiko Sangat
jarang
Sangat
jarang

eteran
gan :

Dampak/Konsekuens|
Kurang ~ Sangat
Tidak signifikan Signifikan Sedang Signifikan | signifikan
Risiko dapat
diterima
n
Tinggl Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya

Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Priorntas

Dipindai dengan CamScanner




Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Lampiran 5
Form S

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

: Provinsi Kalimantan Tengah

;2021

: Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB

Tujuan 5§ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian

keluarga sejahtera
Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

dan Perlindungan Khusus terhadap Anak

penduduk, keluarga berencana dan

Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
. P e Skala | Pemilik
N Dampak
o Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko | Risiko Penyebab pa
a b c d e f 2
1|Risiko Strategis OPD 1 Kepala
Dinas
Rendahnya Peran Perempuan di 12 Minimnya Kapasitas Perempuan 1. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender
Perekonomian daerah dalam dunia usaha
Minimnya laporan tindak kekerasan 16 1. Ketidakpahaman atas jenis-jenis | 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak
terhadap perempuan tindak kekerasan terhadap terdeteksi .
perempuan 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal
2. Budaya masyarakat yang masih
malu melaporkan masalah di keluarga
Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 16 1. Perlindungan anak khususnya 1. Rendahnya Pemenuhan Hak Anak, Minimnya |
klaster pemenuhan Indikator IPA pada bidang kesehatan dan Perfindungan Anak, serta Rendahnya Tingkat Intelegensi
kesejahteraan dasar, perlindungan Anak )
khusus, pendidikan masih 2. Minimnya kesiapan generasi usia anak menghadapi
membutuhkan perhatian yang ekstra (Bonus Demografi
M:nimnya laporan tindak kekerasan 12 1. Ketidakpahaman atas:jenis-jenis 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak
terhadap anak tindak kekerasan terhadap anak terdeteksi
2. Budaya masyarakat yang masih 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal
malu melaporkan masalah di keluarga
11| Risiko Operasional OPD 1 (bidang Dinas —
n- — P3APPK . .
Lemahnya kebjakan dalam 16 B Pelaksanaan advokasi belum tepat |Rendahnya ekonomi perempuan dalam rumah tangga
mendukung partisipasi perempuan di sasaran dan belum terfokus pada hal
exonomi yang berkaitan pada parsipasi
l perempuan
|
mJRlsiko Operasional OPD 2 (bidang Dinas
- — P2APPK | g : - -
Mnumnya pencapaan kabulatenvkota 16 B Minimnya Kapasitas SDM di masing- [Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA
yang KLA _ masing Perangkat Daerah minimal Tingkat Pratama
IV|Risiko Operasional OPD 3 (bidang Dinas
s 12 PK [Rendahnya tingkat ekonom kel 1. Mimimnya tingkat kecerd
2 B endahnya tingkat ekonomi keluarga (1. Minimnya tingkat kecerdasan anak
u;;;g: pemahaman tentang 2. Rendahnya sistem imun anak kini dan dikemudian hari
1 rentan terhadap penyakit
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Lampiran §

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Nama Pemda : Provins| Kallmantan tengah
Tahun Penilalan 1 2021
Tujuan Strategls : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Per! Hak P P
Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas PIAPPKB
Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendallan Pendudi k dan Keluarga Berencana
Kode | Uralan Pengendalian yang Celah P.p.mmu Target Waktu
R I nangu
No Rislko Prioritas Risiko Sudah Ada %) Pengendallan Tindak Peng J"‘:‘:W Penyelesnian
a b c a ) 1 ' b
I[Risiko Strategis OPD 1
1|Rendahnya Peran Perempuan di 1. Soslalisasi Peningkatan | Tidak Ada 1. Merencanakan kegiatan yang terfokus pada Kepala Dinas
Perekonomian daerah Ekonomi keluarga peningkatan ekonomi perempuan
2. Mendorong perempuan untuk berwirausaha dengan 12 budan
pelaksanaan pelatihan berwirausaha
2|Minimnya laporan lindak kekerasan 1, Soslalisasi Layanan Tidak Ada 1. Mengidenlifikasi permasalahan yang terjadi di
terhadap perempuan Pengaduan UPT PPA lingkungan masyarakat lerkait tindak kekerasan terhadap
2. Penguatan Jejaring perempuan 12 bulan
lembaga perfindungan 2. Siaga terhadap aduan dari masyarakat melalui Hotline
mpuan 24jam UPT PPA
3|Belum optimalnya pencapaian 1. Koordinasl KLA ke tingkat | Tidak Ada Mendorong dan memberikan pembinaan kabupaten/kota
Bobot 5 klaster pemenuhan kabupaten/kota menuju KLA minimal tingkat Pratama 12 bulan
Indikator IPA
4|Minimnya laporan tindak kekerasan 1. Sosialisasl Layanan Tidak Ada 1. Mengidentifikas permasalahan yang terjadi di
terhadap anak Pengaduan UPT PPA lingkungan masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap
2. Penguatan Jejaring anak 12 bulan
lembaga periindungan 2. Slaga terhadap aduan darl masyarakat melalui Hotline
perempuan 24jam UPT PPA
Il|Rislko Operasional OPD 1 Kepala Bidang
(bidang I): Peningkatan
- Kualitas Hidup 12 bulan
1(Lemahnya kebijakan dalam Monitorning pelaksanaan Tidak Ada Pendataan dan pembinaan parsisipasi perempuan dalam Perempuan
mendukung partisipasi perempuan partisipasi perempuan di peningkatan ekonomi keluarga di bidang usaha
di ekonomi bidang ekonomi
1ll{Risiko Operasional OPD 2 Kepala Bidang
(bidang ) : Perfindungan dan
Pemenuhan Hak
Anak 12 bulan
1|Minimnya pencapalan Monitoring dan Evaluasi Tidak Ada Pendataan dan Pembinaan Penyusunan dokumen-
kabulaten/kota yang KLA pencapaian KLA di tingkat |dokumen pendukung KLA
kabupaten/kota
IV|Rislko Operasional OPD 3 l;fm
bidang V): n
\ v Penduduk dan 12 bulan
1|Minimnya pemahaman tentang Soslalisasi tentang 1000HPK | Tidak Ada Koordinasl dengan Instansilembaga lainnya yang terkait Keluarga
1000HPK ppencegahan stunting pada anak Berencana

(p Desember 2021
b PAARPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran S
torm 9

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda
Tahun Penllalan
Tujuan Strategls

: Provinsl Kallmantan tengah
. 2021
: Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera

Urusan Pomerintahan : Pemberdayaan P puan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rencana Waktu A
aktu
No | Keglatan Pengendallan yang Dibutuhkan Bentul/Metode Pemantauan | Penanggung Jawab Pelaksanaan Realisas! W Keterangan
yang Diperiukan Pemantauan Pelaksanaan
Pemantauan
a b c d ) f |
1 [Meonitoring dan evaluasi pelaksanaan Rapat, Monitoring Langsung, Dinas P3APPKB 2 kali
sosialisasi peningkatan ekonom| perempuan reviu Rencana, Evaluasi
dalam berwirausaha
2 |Monitoring dan evaluasi pelayanan Rapat, Monitoring Langsung, Dinas P3APPKB 4 kali
pengaduan tindak kekerasan lerhadap reviu Rencana, Evaluasi
perempuan
3 |Pembinaan dalam pemenuhan hak anak Rapat, Moniloring Langsung, Dinas P3APPKB 4 kali
sesuai yang tertuang pada 5 kluster dalam reviu Rencana, Evaluasi
indikator IPA
4 [Monitoring dan evaluasi pelayanan Rapat, Monitoring Langsung, Dinas P3APPKB 4 kali
pengaduan tindak kekerasan terhadap anak |reviu Rencana, Evaluasi
S |Koordinasi dan advokai terkait kebijakan yang |Rapat, Monitoring Langsung, Dinas P3APPKB 2 kali -
mendukung partisipasi perempuan dalam reviu Rencana, Evaluasi
pembangunan
6 [Monitonng dan Evaluasi ke kabupatern/kota |Rapat, Monitoring Langsung, Dinas P3APPKB 4 kali
yang belum KLA reviu Rencana, Evaluasi
7 |Korrdinast, Monitoring dan Evaluasi terkait Rapat, Monitoring Langsung, Dinas P3APPKB 2 kali
pencegahan dan penurunan angka stunting di |reviu Rencana, Evaluasi
daerah
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